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 ABSTRACT 

Budget absorption is an important indicator in assessing the effectiveness of fiscal 

policy implementation and the quality of state financial management. An optimal 

absorption rate reflects the ability of government institutions to implement 

programs and activities according to established plans. This study aims to analyze 

the influence of personnel expenditures, goods expenditures, and capital 

expenditures on the level of budget absorption at the National Standardization 

Agency. The study uses a quantitative approach with secondary data sourced from 

budget realization reports and official the National Standardization Agency 

financial documents. The analysis technique used was multiple linear regression, 

with a classical assumption test first conducted to ensure model feasibility. The 

results show that personnel expenditures have a significant effect on budget 

absorption, while goods expenditures and capital expenditures do not have a 

significant effect on budget absorption at the National Standardization Agency. 

However, simultaneously, the variables of personnel expenditures, goods 

expenditures, and capital expenditures influence budget absorption. 

Keywords: Budget absorption (;) personnel expenditures (;) goods purchase (;) 

capital expenditure 

 

ABSTRAK 
Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas 

pelaksanaan kebijakan fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Tingkat 

penyerapan yang optimal mencerminkan kemampuan lembaga pemerintah dalam 

merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, 

belanja barang, dan belanja modal terhadap tingkat penyerapan anggaran di Badan 

Standardisasi Nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran dan dokumen 

keuangan resmi Badan Standardisasi Nasional. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik 

untuk memastikan kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja 

pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, 

sedangkan belanja barang dan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan anggaran Badan Standardisasi Nasional. Namun, 

secara simultan variabel belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal 

berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 

 

Kata Kunci: Penyerapan anggaran (;) belanja pegawai (;) belanja barang (;) 

belanja modal 
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 PENDAHULUAN 

Penyerapan anggaran mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan fiskal. Tingkat penyerapan yang tinggi menunjukkan keberhasilan realisasi 

stimulus pemerintah, sedangkan penyerapan yang rendah menandakan adanya kendala 

perencanaan dan pelaksanaan yang menghambat pencapaian output program (Ngongo dan 

Rahyuda, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip nilai uang (value for money), yang 

menekankan bahwa alokasi anggaran harus menghasilkan output secara efisien dan efektif 

(Kuntadi dan Nugroho, 2023). Penyerapan tahunan yang tidak maksimal akan mengganggu 

fungsi distribusi dan stabilisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga 

berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi (Halim dan Kusufi, 2020). Dengan 

demikian, perencanaan anggaran yang baik sangat diperlukan untuk memastikan 

efektivitas penyerapan. 
Pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai penggerak perekonomian melalui 

penyediaan infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan sektor unggulan. Kapasitas 

birokrasi dalam merencanakan dan mengeksekusi kebijakan sangat menentukan tingkat 

penyerapan anggaran suatu negara. Pada program berbasis kinerja, efektivitas penyerapan 

anggaran menjadi syarat utama agar dana publik termanfaatkan secara optimal (Ananda et 

al., 2022). Penyerapan yang optimal mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas 

belanja pemerintah, sementara serapan yang rendah mengindikasikan adanya inefisiensi 

birokrasi (World Bank 2020). Permasalahan inefisiensi ini menegaskan perlunya 

pengawasan terhadap penyerapan anggaran, khususnya di negara berkembang dengan 

sistem birokrasi yang panjang seperti Indonesia. 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara 

dan anggota G20 yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan realisasi anggaran. 

Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1,3 triliun US$ pada 2024, Indonesia 

menempati peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia dan memiliki kapasitas untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (World Bank 2025). Di Indonesia, 

pengelolaan anggaran negara menuntut adanya evaluasi pada tingkat kementerian dan 

lembaga sebagai pelaksana utama kebijakan fiskal. Namun, setiap lembaga pemerintah 

memiliki karakteristik tugas, fungsi, serta struktur belanja yang berbeda yang dapat 

menimbulkan perbedaan tingkat dan pola penyerapan anggaran. Salah satu institusi dengan 

peran dalam struktur pembangunan tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

BSN bertugas merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar nasional untuk 

meningkatkan daya saing produk dan jasa serta melindungi kepentingan publik. Peran ini 

menempatkan BSN sebagai institusi yang berkontribusi langsung terhadap kebijakan 

industri, perdagangan, dan inovasi nasional (BSN 2022). Sebagai lembaga yang didanai 

melalui APBN, BSN mengelola anggaran untuk menjalankan fungsi standardisasi, 

penguatan infrastruktur mutu, serta layanan teknis dan administratif. Dalam kerangka 

pengelolaan fiskal jangka menengah, penyerapan anggaran di BSN perlu dikaji karena 

mencerminkan kapasitas lembaga dalam mengelola sumber daya publik secara 

berkelanjutan. Evaluasi ini juga sejalan dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas dan 

kualitas belanja pemerintah dalam agenda reformasi keuangan negara (Kementerian 

Keuangan RI 2023). Dengan demikian, perlu diketahui lebih dalam sistematika dan faktor 

pembentuk dari penyerapan anggaran di BSN. 
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Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran BSN Tahun 2010 - 2024 

 

Gambar 1 menunjukkan pagu anggaran BSN meningkat dari Rp121,6 miliar menjadi 

Rp241,1 miliar, diikuti kenaikan realisasi dari Rp102,8 miliar menjadi Rp233,9 miliar. 

Tingkat penyerapan pada periode awal masih fluktuatif dan relatif rendah, yaitu 84,52 

persen pada 2010 dan 88,86 persen pada 2011, kemudian membaik dengan capaian di atas 

97 persen pada beberapa tahun seperti 2012 dan 2014, namun kembali turun pada 2013 dan 

2017. Periode 2018–2023 menunjukkan kinerja yang lebih stabil dengan penyerapan 

konsisten di atas 97 persen dan mencapai 99,52 persen pada 2023. Pada 2024, meskipun 

pagu meningkat, penyerapan menurun menjadi 97,04 persen.  

Realisasi anggaran mencerminkan tingkat penyerapan yang dicapai suatu instansi 

dalam satu periode fiskal. Realisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran, 

kapasitas organisasi, tata kelola pelaksanaan kegiatan, hingga struktur alokasi anggaran. 

Realisasi merupakan hasil dari seluruh siklus anggaran yang menghubungkan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian (Hadisutisna, 2025). Selain faktor administratif dan 

kelembagaan, komposisi belanja juga berperan karena setiap jenis belanja memiliki 

karakter pelaksanaan yang berbeda (World Bank 2022). Alokasi yang selaras dengan 

kebutuhan, kapasitas, dan tujuan strategis lebih mudah direalisasikan dibandingkan alokasi 

yang tidak sesuai dengan kondisi operasional (Kuntadi dan Nugroho, 2023). Penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa perbedaan dalam komposisi belanja dapat menghasilkan 

perbedaan dalam tingkat realisasi anggaran, meskipun berada dalam kerangka regulasi 

yang sama (Fitri et al., 2022; Rahmawati dan Ishak, 2020). Dengan begitu, belanja dapat 

dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. 

Salah satu jenis belanja adalah belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan 

komponen belanja pemerintah yang bersifat wajib dan memiliki tingkat kepastian realisasi 

tinggi karena terkait pembayaran gaji, tunjangan, serta kewajiban kepegawaian. Teori 

expenditure rigidity menjelaskan bahwa belanja rutin yang tidak elastis terhadap perubahan 

kebijakan jangka pendek lebih mudah direalisasikan dibandingkan belanja berbasis proyek 

atau pengadaan (Harris, 2025). Suciati (2025) menunjukkan bahwa proporsi belanja 

pegawai yang lebih besar meningkatkan realisasi karena mekanisme pencairannya 

sederhana dan terjadwal sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). 
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Suryono (2020) juga menemukan bahwa belanja pegawai menjaga stabilitas penyerapan 

pada instansi dengan fungsi administratif dan teknis yang padat sumber daya manusia. 

Namun, Fitriani dan Mulyandani (2025) mencatat bahwa besarnya belanja pegawai tidak 

selalu meningkatkan penyerapan tanpa perencanaan kebutuhan dan distribusi beban kerja 

yang tepat terutama terkait rekrutmen dan penyesuaian gaji. Hadisutisna (2025) 

menambahkan bahwa dominasi belanja pegawai dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dan 

membatasi realisasi belanja lain sehingga berdampak pada kinerja penyerapan anggaran. 

Belanja lainnya adalah belanja barang. Belanja barang merupakan komponen belanja 

pemerintah yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan operasional melalui 

pengadaan barang dan jasa non investasi. Realisasinya sangat bergantung pada ketepatan 

perencanaan kebutuhan, kelancaran proses pengadaan, serta kapasitas administratif 

lembaga (Nirwayadhi dan Dewi, 2025). Pinamangun et al. (2025) menemukan bahwa 

belanja barang meningkatkan penyerapan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

kegiatan teknis dan operasional yang mendukung fungsi instansi. Suciati (2025) juga 

menunjukkan bahwa semakin besar proporsinya dalam struktur belanja, semakin tinggi 

tingkat realisasi, terutama pada instansi yang mengoptimalkan penyerapan secara 

proporsional berdasarkan target bulanan dan rencana kegiatan. Namun, Eprianto dan 

Pramukty (2025) mencatat bahwa prosedur pengadaan yang panjang dan hambatan 

administratif dapat menekan realisasi meski alokasi besar, yang sering kali memicu 

penumpukan belanja di akhir tahun. Hutauruk et al. (2025) menambahkan bahwa 

perencanaan kebutuhan yang lemah dan perubahan spesifikasi pada Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK) turut menurunkan tingkat penyerapan belanja barang. 

Jenis belanja lain adalah belanja modal. Belanja modal merupakan komponen belanja 

pemerintah yang dialokasikan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi 

manfaat jangka panjang. Dalam kerangka pengelolaan belanja publik, belanja ini 

diposisikan sebagai instrumen strategis karena meningkatkan kapasitas institusi dan 

kualitas layanan serta mendukung sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang 

(Wahyudi dan Nofianti, 2025). Mualim dan Meiyenti (2025) menemukan bahwa belanja 

modal memengaruhi penyerapan karena terkait langsung dengan pelaksanaan program 

strategis dan pembangunan infrastruktur institusional, seperti pada proyek strategis 

nasional. Haryati et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kenaikan alokasi belanja modal 

diikuti peningkatan realisasi pada instansi yang memiliki kesiapan teknis, kualitas institusi, 

dan manajemen proyek yang memadai.. Namun, Eprianto dan Pramukty (2025) mencatat 

bahwa belanja modal tidak selalu meningkatkan penyerapan akibat risiko keterlambatan 

tender, perubahan spesifikasi, dan kegagalan proyek. Chresty (2022) menambahkan bahwa 

kompleksitas administrasi dan lemahnya koordinasi antarunit dapat menekan realisasi 

meski alokasi relatif besar. 

Berangkat dari temuan yang ada mengenai pengaruh belanja pegawai, belanja 

barang, dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara faktor belanja dan penyerapan anggaran belum menunjukkan pola yang 

konsisten. Penyerapan anggaran di BSN memiliki sifat kelembagaan tertentu sebagai 

lembaga pemerintah nonkementerian dengan fungsi standardisasi yang membutuhkan 

dukungan belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta investasi aset secara simultan. 

Sejauh ini, penelitian yang menganalisis pengaruh realisasi belanja terhadap penyerapan 

anggaran pada BSN masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh realisasi belanja pegawai, 

belanja barang, dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran di BSN selama periode 

2010–2024. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh belanja 

pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap tingkat penyerapan anggaran di 

Badan Standardisasi Nasional. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Standardisasi 

Nasional, sedangkan objek penelitiannya data realisasi belanja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, serta pagu dan realisasi anggaran. Populasi mencakup seluruh data realisasi 

belanja dan penyerapan anggaran, dengan sampel berupa data tahunan periode 2010–2024 

yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi laporan keuangan dan laporan realisasi 

anggaran.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran yang diukur 

sebagai rasio realisasi terhadap pagu anggaran dalam persentase. Variabel independen 
meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berupa realisasi rupiah yang 

ditransformasikan ke Logaritma Natural untuk mengurangi perbedaan skala data dan 

mendukung pemenuhan asumsi regresi. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier 

berganda.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Analisis dilakukan menggunakan model regresi linier berganda dengan pendekatan 

logaritma natural. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu 

dievaluasi melalui uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa estimasi yang dihasilkan 

bersifat tidak bias dan efisien. 

 

Uji normalitas 

Uji normalitas residual menggunakan uji Shapiro–Wilk menghasilkan nilai statistik 

W sebesar 0,92973 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2704. Karena nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05, maka residu dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Tabel 1. Uji Normalitas 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.92973 p-value = 0.2704 
 Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026) 

Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch–Pagan menghasilkan nilai statistik 

BP sebesar 4,5055 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2118. Karena nilai probabilitas lebih 

besar dari tingkat signifikansi 5 persen, maka tidak terdapat bukti terjadinya 

heteroskedastisitas. 

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas 

studentized Breusch-Pagan test 

BP = 4.5055 df = 3 p-value = 0.2118 

  Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026) 
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Uji multikoliniertias 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

untuk masing-masing variabel independen yaitu sebesar 2,943 untuk belanja pegawai 

(lnBelanjaPegawai), 2,721 untuk belanja barang (lnBelanjaBarang), dan 2,220 untuk 

belanja modal (lnBelanjaModal). Seluruh nilai berada di bawah 5, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. 
 

.Tabel 3. Uji Multikolinearitas 

  vif   

lnBelanjaPegawai lnBelanjaBarang lnBelanjaModal 

2.942697 2.720771 2.220176 
 Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026) 

Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson menghasilkan nilai DW 

sebesar 2,5739 dengan nilai probabilitas sebesar 0,394. Nilai berada di sekitar angka 2 dan 

tidak signifikan secara statistik, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

dalam model. Artinya, residual pada satu periode tidak berkorelasi dengan residual pada 

periode lain. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan 

normalitas, model regresi dinyatakan memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk 

analisis lebih lanjut terhadap pengaruh jenis belanja terhadap tingkat penyerapan anggaran. 

 

Tabel 4. Uji Autokorelasi 

lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

1 -0.3503148 2.573892 0.394 

Alternative hypothesis: rho != 0 

 Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026) 

Analisis regresi linier berganda 

 

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung Sig 

Konstanta  0.847 0.912 0.381 

Belanja Pegawai      0.070 4.354 0.001 ** 

Belanja Barang -0.058 -1.241 0.240 

Belanja Modal -0.006 -0.839 0.420 

F hitung 9.378  0.002 

Adjusted R² 0,642   

              Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026) 

Hasil pengujian secara berganda menggunakan uji F menunjukkan bahwa model 

regresi memiliki nilai F-hitung sebesar 9,378 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, 

yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja 

pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat penyerapan anggaran di BSN. Nilai Adjusted R² sebesar 0,642 

mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, model 
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masih mampu menjelaskan sekitar 64,2 persen tingkat penyerapan anggaran di BSN. 

Sisanya sebesar 35,8 persen disumbangkan oleh faktor lain di luar model penelitian. 

Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan pada tingkatnya 99% terhadap 

penyerapan anggaran di BSN, belanja barang dan belanja modal berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di BSN. Koefisien regresi belanja 

pegawai sebesar 0,070, artinya jika ada peningkatan belanja pegawai satu persen, maka 

tingkat penyerapan anggaran di BSN akan meningkat sebesar 0,070 persen atau sebaliknya 

dengan asumsi belanja barang dan belanja modal tidak berubah. Koefisien regresi belanja 

barang sebesar -0,058, artinya jika ada peningkatan belanja barang satu persen, maka 

tingkat penyerapan anggaran di BSN akan menurun sebesar 0,058 persen atau sebaliknya, 

dengan asumsi belanja pegawai dan belanja modal tidak berubah, sehingga arah dan 

besaran pengaruh tersebut tidak dapat disimpulkan secara pasti. Namun, hipotesis 

sementara dapat dikatakan bahwa belanja barang tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap penyerapan anggaran di BSN. Koefisien regresi belanja modal sebesar -0,006, 

artinya jika ada peningkatan belanja modal satu persen, maka tingkat penyerapan anggaran 

di BSN akan menurun sebesar 0,006 persen atau sebaliknya, dengan asumsi belanja 

pegawai dan belanja barang tidak berubah, sehingga secara statistik tidak terdapat bukti 

yang memadai mengenai arah maupun besaran pengaruh tersebut.  

 

Pembahasan 

 

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai mendukung 

peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Belanja pegawai memiliki karakteristik 

pembayaran yang relatif pasti karena terkait dengan kewajiban rutin, seperti gaji dan 

tunjangan. Selain itu, belanja pegawai tidak melalui proses tender maupun kontrak fisik 

sebagaimana belanja barang dan belanja modal. Karakteristik tersebut menyebabkan 

realisasi belanja pegawai cenderung lebih selaras dengan rencana penarikan dana 

sepanjang tahun anggaran (DJPb 2025). Data pelaksanaan anggaran yang dipublikasikan 

oleh unit-unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan bahwa belanja 

pegawai sering kali memiliki persentase penyerapan tertinggi di berbagai wilayah kerja, 

sedangkan belanja modal cenderung memiliki persentase penyerapan terendah. Pola ini 

sejalan dengan logika institusional yang menyatakan bahwa semakin sederhana tahapan 

administratif dan proses pengadaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya penundaan 

realisasi anggaran (DJPb 2024). 

Terdapat setidaknya dua mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara 

belanja pegawai dan tingkat penyerapan anggaran. Pertama, belanja pegawai dibayarkan 

secara berkala dan relatif pasti, sehingga realisasinya cenderung lebih merata sepanjang 

tahun anggaran. Pola pembayaran yang terdistribusi secara reguler ini berkontribusi pada 

stabilitas dan peningkatan tingkat penyerapan tahunan. Kedua, belanja pegawai tidak 

melalui tahapan pengadaan barang/jasa maupun proses verifikasi dokumen kontraktual 

yang lazim pada belanja barang dan belanja modal. Ketiadaan rantai prosedural tersebut 

mengurangi potensi hambatan administratif yang dapat menunda realisasi anggaran. 

Sejalan dengan hal ini, studi World Bank (2020) menunjukkan bahwa kerumitan prosedur 

pembayaran serta keterlambatan pengajuan tagihan oleh kontraktor merupakan faktor yang 

berkontribusi terhadap keterlambatan eksekusi belanja berbasis proyek 

Meskipun besaran efek tersebut relatif kecil, namun pada satuan kerja dengan target 

penyerapan triwulanan yang ketat serta bobot penilaian tinggi pada indikator pelaksanaan 
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anggaran, perubahan dalam skala sepersekian poin persentase dapat berdampak pada 

capaian skor kinerja, terutama jika terjadi secara berulang antartriwulan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian oleh Ayulia dan Isnowati (2025) yang menemukan bahwa 

belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada instansi 

pemerintah karena sifatnya yang tidak tergantung pada proses pengadaan. Atiah et al. 

(2025) juga menemukan bahwa proses pengadaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh 

positif terhadap tingkat penyerapan. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, 

yang menunjukkan bahwa jenis belanja dengan prosedur yang lebih sederhana dan tingkat 

kesiapan pelaksanaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penyerapan yang lebih 

baik. 

 

Pengaruh Belanja Barang terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang tidak mendukung 

peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Dalam keuangan publik, belanja barang 

termasuk dalam fungsi alokasi pemerintah yang bertujuan menyediakan barang dan jasa 

publik melalui mekanisme pasar maupun kontraktual (Musgrave dan Musgrave, 1989). 

Namun, berbeda dengan belanja pegawai yang bersifat rutin, belanja barang sangat 

bergantung pada proses implementasi administratif, khususnya mekanisme pengadaan. 

Proses ini mencakup perencanaan teknis, pelelangan, kontraktualisasi, hingga mekanisme 

pembayaran berbasis progres pekerjaan. Ketergantungan pada tahapan prosedural tersebut 

menjadikan realisasi belanja barang tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya alokasi 

anggaran. 

Dalam pengelolaan anggaran publik, fenomena ini berkaitan dengan pola slow-back 

loaded expenditure, di mana belanja yang berbasis kontraktual cenderung terealisasi pada 

semester atau triwulan akhir tahun anggaran akibat keterlambatan proses administrasi dan 

tender (World Bank 2020). Ketika proses pengadaan dimulai pada pertengahan tahun, 

pembayaran baru dilakukan setelah progres fisik tercapai, sehingga realisasi keuangan 

tidak berjalan merata sejak awal tahun. Kemudian, peningkatan skala belanja barang juga 

dapat memperbesar beban verifikasi administratif, khususnya dalam pembayaran berbasis 

kontrak. Prosedur verifikasi yang rumit berpotensi memperlambat proses pencairan, 

sehingga memengaruhi tingkat penyerapan dalam periode pengamatan tertentu. 

Pendekatan birokrasi Weberian menjelaskan bahwa organisasi publik beroperasi 

melalui prosedur formal yang ketat dan hierarkis. Dalam lingkup belanja barang, 

kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dapat memperpanjang waktu pelaksanaan 

anggaran. Oleh karena itu, besarnya alokasi belanja barang tidak otomatis meningkatkan 

penyerapan apabila proses administratif belum efisien. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Wirawati, Fatimah, dan Sujadi (2023) yang menunjukkan bahwa pengadaan 

barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Karena 

belanja barang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan, ketidaksignifikanan variabel 

tersebut menguatkan bahwa hambatan administratif dan tahapan teknis dapat mengurangi 

kontribusi belanja barang terhadap percepatan realisasi anggaran. 

 

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak mendukung 

peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Belanja modal dalam struktur APBN 

merupakan komponen pengeluaran yang ditujukan untuk pembentukan aset tetap dan 

peningkatan kapasitas pelayanan publik. Dalam kerangka keuangan publik, belanja modal 

memiliki karakter investasi jangka panjang yang output-nya tidak langsung terealisasi 
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dalam satu periode anggaran (Musgrave dan Musgrave, 1989). Berbeda dengan belanja 

operasional, realisasi belanja modal sangat bergantung pada kesiapan teknis proyek, 

kelengkapan dokumen perencanaan, proses pengadaan, serta progres fisik pekerjaan.  

Belanja modal pada sektor publik memiliki siklus pelaksanaan yang lebih panjang 

dibandingkan jenis belanja lainnya karena melibatkan tahapan perencanaan teknis, 

pengadaan, pelaksanaan fisik, hingga proses serah terima pekerjaan. Ketika pelaksanaan 

belanja modal, pemerintah pusat mengidentifikasi adanya fenomena “low and slow capital 

budget execution” yaitu kecenderungan realisasi belanja modal yang rendah pada awal 

tahun dan meningkat signifikan menjelang akhir tahun anggaran. Data tahun 2019 

menunjukkan bahwa realisasi belanja modal nasional berada pada kisaran 82%, dengan 

hampir separuh realisasi terjadi pada triwulan IV dan proporsi yang besar pada bulan 

Desember. Pola ini mencerminkan konsentrasi realisasi di akhir tahun (year-end 

concentration), yang berpotensi menurunkan capaian penyerapan pada periode sebelumnya 

(World Bank 2020). Publikasi DJPb (2025) juga menunjukkan bahwa pada pertengahan 

tahun anggaran, belanja modal sering menjadi komponen dengan tingkat serapan terendah. 

Faktor-faktor seperti pemblokiran anggaran, keterbatasan kesiapan dokumen teknis, serta 

keterlambatan proses kontraktual menjadi determinan penting dalam perlambatan tersebut. 

Namun, hipotesis sementara dapat dikatakan bahwa belanja modal tidak memiliki 

pengaruh yang cukup kuat terhadap penyerapan anggaran di BSN. Kesamaan arah 

koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal tidak serta-

merta meningkatkan realisasi anggaran tahunan. Hal ini juga memperkuat argumentasi 

bahwa karakter belanja modal yang berbasis proyek dan kontraktual menyebabkan 

realisasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan tahapan implementasi. 

Pengelolaan anggaran sektor publik tidak dapat dipisahkan antarjenis belanja karena 

realisasi anggaran merupakan hasil agregasi dari seluruh komponen belanja dalam APBN. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Ishak (2020) yang menemukan bahwa 

faktor-faktor pengelolaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. Meskipun variabel 

independen yang digunakan berbeda, kesamaan temuan pada pengujian simultan 

menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran merupakan hasil yang dipengaruhi oleh 

kombinasi berbagai komponen dalam sistem penganggaran, bukan oleh satu variabel 

tunggal. Hasil ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Khairiyah dan Oktari (2025) 

yang menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran. Walaupun penelitian 

tersebut menggunakan variabel dependen efisiensi anggaran, bukan penyerapan anggaran, 

keduanya berada dalam kerangka kinerja fiskal pemerintah. Kesamaan hasil simultan ini 

memperkuat argumentasi bahwa struktur belanja secara agregatif memiliki peranan penting 

dalam menentukan kualitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, meskipun secara 

parsial tidak seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan, secara kolektif 

ketiga jenis belanja tetap menjadi determinan penting dalam menjelaskan variasi tingkat 

penyerapan anggaran. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penyerapan anggaran di Badan Standardisasi Nasional (BSN) selama 2010 - 2024 lebih 

dipengaruhi oleh struktur belanja yang bersifat rutin, terjadwal, dan memiliki kepastian 

pencairan yang tinggi dibandingkan jenis belanja yang realisasinya bergantung pada 
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pengadaan, kesiapan teknis, dan tahapan kontraktual. Secara parsial, belanja pegawai 

menjadi faktor yang paling konsisten dalam menopang penyerapan anggaran, sedangkan 

belanja barang dan belanja modal belum berperan sebagai penentu utama karena 

pelaksanaannya lebih rentan tertunda oleh prosedur administratif, perubahan kebutuhan 

kegiatan, dan kesiapan pelaksanaan program. Namun demikian, secara simultan ketiga 

jenis belanja tetap berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang menegaskan bahwa 

kinerja penyerapan tidak dapat dipahami hanya dari satu komponen belanja, melainkan 

dari susunan belanja secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada lembaga 

pemerintah nonkementerian dengan karakter teknis dan administratif seperti BSN, 

kestabilan penyerapan anggaran tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi oleh 

kombinasi struktur belanja dan tingkat kepastian eksekusi dari masing-masing jenis 

belanja. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan rumusan bahwa penyerapan anggaran 

pada lembaga sejenis cenderung ditopang oleh dominasi belanja rutin, tetapi tetap 

dipengaruhi oleh konfigurasi belanja secara menyeluruh, sementara optimalisasi belanja 

barang dan belanja modal sangat ditentukan oleh mutu perencanaan dan kesiapan 

pelaksanaan program. Namun, penelitian ini masih terbatas karena hanya mencakup satu 

instansi, data time series yang pendek, menggunakan data tahunan, dan memusatkan 

analisis pada tiga jenis belanja, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengaruh faktor 

lain seperti kualitas perencanaan, revisi anggaran, tata kelola pengadaan, kapasitas sumber 

daya manusia, dan perubahan kebijakan fiskal yang juga dapat memengaruhi pola 

penyerapan anggaran. 

Berdasarkan hasil tersebut, BSN perlu memperkuat perencanaan dan kesiapan 

pelaksanaan, terutama pada belanja barang dan belanja modal, melalui penajaman 

kebutuhan, percepatan kelengkapan dokumen, penjadwalan pengadaan sejak awal tahun, 

serta pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala agar penyerapan anggaran tidak 

terlalu bergantung pada belanja pegawai. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas 

cakupan objek, menambah variabel kelembagaan dan manajerial, serta menggunakan data 

bulanan atau triwulanan agar pola penyerapan anggaran di sektor publik Indonesia dapat 

dijelaskan secara lebih rinci dan kuat.  
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